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TAJUK Rencana Harian Kedau-

latan Rakyat, Senin, 1 Juli 20024

mengingatkan bahwa pangan dapat

menjadi persoalan besar bagi bangsa di

masa depan. Pangan yang dimaksud

adalah beras yang merupakan

makanan pokok penduduk Indonesia.

Pemenuhan kebutuhan beras saat ini

masih menggantungkan kegiatan im-

por yang cukup tinggi. Hal ini mem-

berikan gambaran bahwa produksi be-

ras dalam negeri masih belum

sepenuhnya dapat diandalkan untuk

memenuhi kebutuhan pangan.

Produksi Pangan Terus Menurun

Berdasarkan data Statistik Perta-

nian  yang dikeluarkan oleh Kemen-

terian Pertanian (2021), produksi padi

secara nasional terus mengalami penu-

runan selama kurun waktu 2016 s/d

2020. Pada tahun 2016 produksi padi

sebesar 79,3 juta ton  menjadi 54,6 juta

ton pada tahun 2020.

Selain kegagalan panen akibat se-

rangan hama, penyakit, banjir dan ke-

keringan sebagai dampak perubahan

iklim, penurunan produksi padi dise-

babkan oleh berkurangnya lahan per-

tanian terutama sawah.

Kementerian Pertanian dalam

Statistik Lahan Pertanian (2020) men-

catat bahwa luas lahan pertanian

khususnya sawah di Indonesia terus

mengalami penurunan. Pada tahun

2015, luas lahan sawah di Indonesia

sebesar 8,2 juta Ha., sedang pada

tahun 2019 menjadi 7,5 juta Ha.

Penurunan luas lahan sawah ini terja-

di disebabkan tingginya tingkat alih

fungsi lahan pertanian menjadi non

pertanian.

Fenomena Alih Fungsi Lahan

Faktor yang mempengaruhi alih

fungsi lahan sangat kompleks dan sa-

ling kait mengkait. Mulai dari regulasi

tata ruang maupun kebijakan yang ku-

rang berpihak pada sektor pertanian.

Kebijakan tata ruang dan kurangnya

keberpihakan pada sektor pertanian

berdampak kepada tidak mampunya

sektor pertanian memberikan kesejah-

teraan kepada pelaku usaha tani atau

petani.  Kondisi ini menyebabkan  sek-

tor pertanian mulai ditinggalkan oleh

generasi muda.

Alih fungsi lahan merupakan reali-

tas yang tidak terhindarkan. Hal ini

disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, meningkatnya kebutuhan

lahan sebagai konsekuensi meningkat-

nya intensitas kegiatan pembangunan

untuk memenuhi kebutuhan pen-

duduk yang terus meningkat.

Kedua, nilai ekonomi lahan (land

rent) pertanian lebih rendah dibanding

lahan non pertanian. Pemanfaatan la-

han non pertanian lebih memberikan

keuntungan daripada pemanfaatan

untuk pertanian. Hal ini menyebabkan

dorongan untuk melakukan alih fungsi

lahan lebih besar daripada memperta-

hankannya.

Ketiga, alih fungsi lahan terjadi kare-

na sektor pertanian tidak menarik lagi

terutama bagi generasi penerus petani.

Hal ini disebabkan sektor pertanian se-

ringkali diliputi ketidakpastian sehing-

ga tidak memberikan jaminan kesejah-

teraan.

Terjadinya alih fungsi lahan pertani-

an secara masif jelas akan memba-

hayakan produksi pangan yang pada

akhirnya mengancam kedaulatan pa-

ngan. Kebijakan food estate yang diha-

rapkan akan memberi solusi persoalan

pangan masih menjadi pertanyaan.

Oleh sebab itu tumpuan harapan

kedaulatan pangan masih diberikan

kepada petani dengan lahan

pertanian yang ada.

Pengendalian Alih 

Fungsi Lahan

Sejatinya, persoalan alih

fungsi lahan pertanian men-

jadi lahan non pertanian

merupakan persoalan kronis

dan menjadi dilema selama

bertahun-tahun. Sebagai ne-

gara yang terus memba-

ngun, tidak mungkin

menghentikan terjadinya al-

ih fungsi lahan.

Yang dapat dilakukan

adalah upaya pengaturan

agar alih fungsi lahan ter-

kendali. Untuk itu diper-

lukan upaya yang sungguh-

sungguh oleh semua pihak.

Pertama, perlu dilakukan

perhitungan atau

penyusunan neraca lahan

berupa perbandingan kebutuhan dan

ketersediaan lahan yang ada. Perlu di-

hitung dengan cermat kebutuhan la-

han untuk pertanian dan kebutuhan

lahan untuk non pertanian. Hasil per-

hitungan ini menjadi acuan dalam

menyusun rencana penggunaan lahan

di suatu wilayah (Rencana Tata

Ruang). Ketersediaan lahan pertanian

yang cukup untuk produksi pangan

perlu menjadi prioritas.

Kedua, Pemerintah Daerah perlu

menetapkan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B) yang tidak boleh

dialih fungsikan. Dalam Undang-un-

dang No. 41 Tahun 2009 tentang Per-

lindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B) telah diperin-

tahkan kepada semua Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/kota untuk

menetapkan LP2B.

Ketiga, meningkatkan keberpihakan

pada sektor pertanian dengan melin-

dungi petani dan memberikan insentif

lahan pertanian. Hal ini agar sektor

pertanian dapat memberikan kesejah-

teraan kepada pelaku usaha tani.

Dengan demikian pemilik lahan perta-

nian tidak tergoda untuk melakukan

alih fungsi.  ❑-d

*) Ir Tri Yudi Santosa, Purnabakti

PNS Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/BPN. Alumnus Fakultas

Pertanian UGM, Yogyakarta.

Neo-Feodalisme, Lahan Subur Politik Dinasti

Tri Yudi Santosa

Ketua DPR RI tidak ingin pemba-

hasan RUU Dewan Pertimbangan

Agung tidak menyalahi UUD 1945.

-- Ora grusa grusu.

***

Sidang kasus korupsi mantan Menteri

Pertanian Syaril Yasin Limpo berakhir

rusuh.

-- Rusuh dan lusuh.

***

Sebanyak 17 unit sepeda motor

bodong di Pati gagal diselundupkan ke

luar Jawa.

-- Slundap slundup.

Alih Fungsi Lahan Mengancam Kedaulatan Pangan

SUDAH dapat dipastikan, di hari-

hari mendatang, praktik politik dinasti

di Indonesia akan semakin merajalela,

menjadi-jadi, menggila, dan lama-lama

akan dianggap biasa. Meminjam ‘kata-

kata mutiara’ KH Ahmad Dahlan,

pendiri Muhammadiyah: ‘menjadi bia-

sa..., padahal tidak biasa.’ Semua ini

terjadi karena elite pemerintahan, baik

di tingkat nasional, regional, daerah,

dan lokal, secara terang benderang

telah mempraktikkan dan memperton-

tonkannya.

Saat ini pembicaraan me-

ngenai politik dinasti tetap ra-

mai karena masih dalam

rentang waktu pilpres, pileg

dan pilkada. Praktik politik di-

nasti di pilpres dan pileg

diyakini akan berlanjut ke

pilkada, dengan skala yang se-

makin masif. Sudah menjadi

keniscayaan, apa yang terjadi

di tingkat atas atau hulu akan

semakin melebar dan membe-

sar di tingkat bawah atau hilir.

Aliran air di hulu sungai pasti

hanya kecil, dan akan semakin

lebar dan membesar di bagian

hilir. Demikian halnya praktik

politik dinasti.

Berdasarkan data, saat ini

saja ada 138 kursi di DPR

pusat milik keluarga (dinasti).

Ini berarti sekitar seperempat

kursi di DPR dikuasai keluar-

ga. Angka tersebut belum ter-

masuk yang ada di lembaga

eksekutif.

Anomali di Alam Modern

Boleh jadi kalau praktik politik di-

nasti itu hanya terjadi di sebuah komu-

nitas terbatas, seperti pesantren, kera-

jaan, atau perusahaan keluarga, yang

sifatnya non-publik, masih bisa dimak-

lumi. Tetapi bila praktik politik dinasti

tersebut sudah merambah ranah (ja-

batan) publik, hal itu sudah tidak bisa

dibenarkan.

Di dunia modern dan di alam

demokrasi, kehadiran politik dinasti

adalah anomali. Sesuatu yang me-

nyimpang dari kebiasaan. Dalam ma-

syarakat modern yang sendi kehidup-

annya didasarkan pada asas kese-

taraan, keadilan, HAM, dan kebe-

basan, idealnya sudah tidak ada lagi

tempat bagi praktik politik dinasti.

Semua orang bisa, boleh, dan memiliki

kesempatan yang sama dalam men-

duduki jabatan-jabatan publik.

Dalam kasus Indonesia, secara teori-

tis, praktik politik dinasti sudah ber-

akhir semenjak Indonesia merdeka.

Semua kerajaan yang ada di

Nusantara melebur ke dalam republik.

Jabatan-jabatan publik bersifat terbu-

ka. Boleh dan bisa diisi oleh siapa saja

yang memiliki kualitas, kapabilitas

dan memenuhi persyaratan formil.

Faktor keturunan atau dinasti tidak

menjadi pertimbangan utama, walau-

pun bisa saja tetap diperhitungkan.

Kemunduran

Pasca Indonesia merdeka, saat era

Orde Lama dan Orde Baru, sejatinya

praktik politik dinasti sudah meredup.

Untuk menduduki jabatan-jabatan pu-

blik di lingkungan birokrasi modern,

persyaratan formil, rekam jejak, dan

kapabilitas individu, menjadi pertim-

bangan utama. Anehnya justru sejak

reformasi, praktik politik dinasti

menggeliat kembali. Bahkan semakin

lama, praktik tersebut semakin menja-

di-jadi. Dan kini dalam kurun waktu

10 tahun terakhir, semakin menggila.

Maraknya praktik politik dinasti

akhir-akhir ini diakibatkan implemen-

tasi demokrasi elektoral yang transak-

sional. Sistem demokrasi substansial

belum berhasil diimplementasikan.

Dan bila dianalisis dari segi kebu-

dayaan, fenomena ini terjadi karena

pembangunan selama ini belum

berhasil mengubah mentalitas, perila-

ku dan cara berpikir sebagian besar

warga masyarakat, termasuk elitenya,

secara signifikan. Pendidikan modern

yang secara masif belum berhasil

mengubah mentalitas, perilaku dan

cara berpikir yang sesuai dengan esen-

si modernitas.

Wujud fisik masyarakat In-

donesia memang sudah seper-

ti bangsa-bangsa modern lain.

Tetapi mentalitas, perilaku

dan cara berpikirnya, masih

seperti masyarakat agraris-

feodalis. Dan masyarakat

yang masih feodalis, atau da-

lam bentuknya yang baru,

merupakan lahan subur bagi

tumbuh kembangnya politik

dinasti, seperti yang pernah

terjadi di era kerajaan dahulu.

Munculnya neofeodalisme

terlihat dalam sejumlah fe-

nomena di masyarakat. Bila

di zaman kerajaan atau za-

man feodal, tanah-tanah

dikuasai oleh raja dan tuan-

tuan tanah, dan petani hanya

sebagai penggarap, saat ini di

seantero tanah air banyak

ditemui pengusaha yang me-

nguasai ratusan, bahkan ra-

tusan ribu, hektar lahan

tanah dalam status HGU maupun

HPH. Dalam pergaulan sosial, orang

lebih dihargai karena penguasaan ma-

teri, pangkat dan jabatannya. Contoh

lainnya tentu masih banyak.  ❑-d

*) Sarworo Soeprapto,

peminat masalah sosial dan 

kebudayaan.

Sarworo SoepraptoSosialisasi Tanah Kalurahan
BIRO Tata Pemerintahan

(Tapem) Pemda DIY saat ini terus

melakukan sosialisasi peman-

faatan tanah kalurahan, seba-

gaimana diatur dalam Peraturan

Gubernur DIY Nomor 24 Tahun

2024 tentang Pemanfaatan

Tanah Kalurahan, yang berlaku

mulai 7 Mei 2024. Dalam pelun-

curan, Kepala Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY,

Adi Bayu Kristanto, Pergub terse-

but untuk menggantikan Pergub

Nomor 34 Tahun 2017 tentang

Pemanfaatan Tanah Desa.

Pergub Nomor 24 Tahun 2024

merupakan perubahan penting

dalam pengelolaan tanah kalura-

han, dengan fokus pada kesejah-

teraan masyarakat miskin dan ke-

miskinan lokal kalurahan. Pergub

tersebut juga mengatur peman-

faatan tanah kalurahan dengan

cara disewa.

Intinya, Pergub ini untuk mem-

berikan akses ekonomi dan

sosial, khususnya untuk kegiatan

pertanian. Khusus untuk masya-

rakat tidak mampu yang ingin

menyewa tanah kalurahan, mere-

ka dapat memanfaatkan dana

keistimewaan (danais) yang telah

disiapkan oleh Pemda DIY.

Dengan tegas, Pergub 24

Tahun 2024 melarang tanah kalu-

rahan untuk hunian pribadi, vila,

home stay, guest house, hotel,

ruko, bangunan bawah tanah

(basement). Kecuali peman-

faatan tanah kalurahan oleh ins-

tansi pemerintah, untuk asrama

dan/atau rumah susun untuk pe-

mukiman masyarakat berpeng-

hasilan rendah.

Paniradya Pati Kaistimewan

DIY, Aris Eko Nugroho pernah

,mengungkapkan,  kerangka ke-

bijakan pertanahan DIY bertujuan

untuk pengembangan kebu-

dayaan, kepentingan sosial, dan

kesejahteraan masyarakat.

Pergub DIY Nomor 24 Tahun

2024 merupakan langkah penting

dalam memastikan keberpihakan

Pemda DIY kepada masyarakat

miskin dan kemiskinan lokal.

Sosialisasi Pergub DIY Nomor

24 Tahun 2024 memang sangat

perlu, untuk meningkatkan pe-

ngetahuan dan kemampuan lu-

rah dan pamong kalurahan dalam

memahami amanat Gubernur

DIY tersebut. Keberadaan

Pergub tersebut juga perlu disosi-

alisasikan sampai tingkat masya-

rakat, khususnya untuk warga

yang tinggal di sekitar tanah kalu-

rahan. Bahkan lokasi dan batas-

batas tanah kalurahan juga perlu

disosialisasikan kepada warga

sekitar.

Setelah masyarakat memaha-

mi aturan tentang pemanfaatan

tanah kalurahan, diharapkan

akan muncul pengawasan ter-

hadap pemanfaatan tanah kalu-

rahan, berbasis masyarakat.

Setidaknya, pengawasan berba-

sis masyarakat akan mengurangi

potensi pelanggaran dan penya-

lahgunaan tanah kalurahan.

Tanah kalurahan dimaksud

merupakan bagian dari Tanah

Kasultanan dan Tanah Kadipaten

yang selama ini juga diman-

faatkan untuk pengembangan ke-

budayaan, kepentingan sosial,

dan peningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Dengan pemanfaatan tanah

kalurahan sesuai aturan dan nilai

kemanfaatannya, tentunya keber-

adaan tanah kalurahan, tentunya

tanah kalurahan benar-benar

akan dapat dijadikan salah satu

solusi pengentasan kemiskinan,

kesenjangan sosial, dan perma-

salahan yang terjadi di kalurahan.

Untuk itu memang perlu dukung-

an kapasitas kan kpabelitas lurah

dan pamong kalurahan yang

mumpuni.  ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan me-

ngirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redak-

si hanya menerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang

tulisan antara 550  - 600 kata, dengan

mengisi subjek mengenai isu yang di-

tulis serta jangan lupa menampilkan fo-

tocopy identitas. Terimakasih. 
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